


























































BAB VIII 

KETENTUAN LAIN LAIN 

Pasal 48 

Perangkat Daerah Kota Palangka Raya dalam melaksanakan pola hubungan 

kerja, jalur koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi supaya 

mengkoordinir bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan 

petunjuk untuk kelancaran pelaksanaan tugas. 

BAB IX 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 49 

Dengan berlakunya Peraturan W alikota ini, maka Peraturan W alikota Palangka 

Raya Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pola Hubungan Kerja, Jalur Koordinasi, 

Konsultasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Kota Palangka 

Raya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 50 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palangka Raya. 

Diundangkan di Palangka Raya 

pada tanggal 3 Januari 2017

Ditetapkan di Palangka Raya 

pada tanggal 3. Janua.ri 2 01 7
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1 2 

3 Staf Ahli W alikota 
Bidang Kemasyarakatan 
dan Sumber Daya 
Manusia 

( 
3 

Asisten Administrasi 
Umum 

4 5 

11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
12. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu
14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
15. Badan Pengelola Keuangan dan A set Daerah
16. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah
17. Badan Penelitian Pengembangan
18. Perusahaan Daerah Air Minum
19. Perusahaan Daerah Isen Mulang

1. Kantor Wilayah Kementrian Agama Kota Palangka Raya 1. Bagian Umum
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kota Palangka Raya 2. Bagian Perlengkapan
3. Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta dan Aset
4. Dinas Pendidikan 3. Bagian Keuangan
5. Dinas Kesehatan
6. Dinas Sosial
7. Dinas Tenaga Kerja
8. Dinas Pemuda dan Olahraga
9. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
10. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
11. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak
12. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
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